BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN
2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DANA BERGULIR

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Loa.

)

BUPATI JEPARA,

bahwa dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi
di masyarakat, maka peclaksanaan dana bergulir yang
terjadi kemacetan angsuran banyak disebabkan oleh
bencana alam, penerima bantuan meninggal dunia,
bangkrut, kelompok bubar, ketua kelompok penerima
maupun pengurus sudah tidak ada atau sulit ditemui
atau tidak diketahui keberadaannya, administrasi
kelompok sudah tidak ada atau hilang, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 30
Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
Dana Bergulir  Pemerintah  Kabupaten  Jepara
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Jepara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir
Pemerintah Kabupaten Jepara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupat
Jepara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Sistem dan
Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah
Kabupaten Jepara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355):




10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 83 Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4652);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah vang
telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

Iy 8

12,

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerali Nomor 11 tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir
Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 214)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Jepara Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir
Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 167);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DANA
BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009
tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah
Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara
Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Sistemm dan Prosedur Pelaksanaan Dana
Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Kemacetan dan Penghapusan Dana Bergulir

Pasal 6

(1) Kegiatan Dana Bergulir yang setelah habis jangka waktu pinjaman
belum lunas dapat dikategorikan terjadi kemacetan.

{2) Dihapus.

(3) Penghapusan Dana Bergulir yang macet dapat dilakukan apabila terjadi
bencana alam, penerima bantuan meninggal dunia, bangkrut, kelompok
bubar, ketua kelompok penerima maupun pengurus sudah tidak ada



atau sulit ditemui atau tidak diketahui keberadaannya, administrasi
kelompok sudah tidak ada atau hilang.

Pasal [l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Maret 2017

EPARA,

N v
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 laret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

LIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 14
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